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Abstract

This research was conducted at TalumaE Village of Watang Sidenreng District in Sidenreng Rappang Regency, from the beginning of national program provided freely by the government for the poor but was falsely utilized by some parties to collect funds from the public. And so the poor didn’t acknowledge the procedures required, this program was utilized by others who did.

The research was a type of descriptive-qualitative study, population took as many as 315 people, fifteen percent (15%) or 32 people of them were taken into samples. Data collection methods used were interviews, observation, literature study and analyzed using descriptive data analysis.

The results for the Implementation of the National Program for Soil Preparation Certificate for the Poor at TalumaE Village of Watang Sidenreng District in Sidenreng Rappang Regency was rated 41,28%. While the affecting factors were rated 45,63%.
A. PENDAHULUAN
Tanah merupakan permukaan bumi yang merupakan tempat manusia hidup dan berkembang. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah (G. Kartasaputra dkk, 1991:1). Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki / menguasainya, yang berakibat timbulnya masalah-masalah tanah yang kerap kali menimbulkan perselisihan.

Mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini berdasarkan amanat konstitusional sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa, ”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan kekuasaan seluruh rakyat.

Masalah yang sangat penting dalam hukum pertanahan untuk membuktikan adanya suatu hak atas tanah adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah, yang mana pendaftaran tanah dimaksud adalah meminta kepada Badan Pertanahan Nasional agar tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum dicatat identitasnya dan kepada pemegang hak yang sah diberikan sertifikat tanah, terkait dengan itu, maka dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia”. Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah suatu pendaftaran tanah hukum “rechts kadaster” dan bukan suatu pendaftaran tanah untuk keperluan pajak dan bukan pula suatu “kadaster” ekonomi seperti yang ada pada beberapa negara di luar negeri.

Pendaftaran tanah di Indonesia dilandasi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan saja hanya sekadar sebagai pelaksana ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu ia menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan dan hukum pertanahan di Negara Indonesia. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 sebenarnya sudah cukup jauh menjabarkan berbagai prinsip politik hukum pertanahan Indonesia, sehingga melalui peraturan tersebut diharapkan akan dapat terwujud adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut, terdapat dua versi; Pertama, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dilakukan desa demi desa. Kedua, pendaftaran oleh pemilik tanah sendiri melalui permohonan hak, dengan cara mengajukan permohonan hak ke Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran tanah yang dilakukan melalui permohonan hak oleh pemiliknya sendiri; seluruh biaya ditanggung sendiri oleh pemohon. Sedangkan, pendaftaran tanah oleh negara seluruh biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Negara. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui permohonan hak ini, tidak semua pemilik tanah dapat melaksanakannya mengingat biaya untuk hal tersebut cukuplah besar, apalagi jika tanahnya berada di luar kota tempat Badan Pendaftaran, sehingga dengan demikian hanya orang-orang yang mampu atau mempunyai keuangan yang cukup yang dapat melaksanakan pendaftaran tanah melalui permohonan hak ini, sementara bagi orang yang tidak mampu mereka tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanahnya. Untuk itulah, Pemerintah membuat beberapa Proyek Nasional, seperti Program Nasional lahir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981, dengan ini ditetapkan “Program Proyek Operasional Agraria” yang disingkat Prona. 
Proyek ini bertujuan untuk membantu golongan ekonomi lemah dalam persertifikatan tanah, agar terciptanya catur tertib pertanahan yaitu; Hukum Pertanahan, Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup. Namun, Prona ini tidak juga bisa untuk menyelesaikan persoalan pendaftaran tanah secara menyeluruh. Berkaitan dengan prona yang menurut pemerintah gratis bagi masyarakat miskin namun prona ini dimanfaatkan pula oleh sebagian pihak untuk memungut dana dari masyarakat, bvegitu pun program prona ini karena banyak masyarakat miskin tidak tahu kepengurusannya maka sebagian diambil oleh pihak-pihak tertentu saja.
B. Program Nasional Pembuatan Sertifikat Tanah

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dalam rangka pemberian kepastian hak, Pemerintah telah membuat kebijakan percepatan pensertifikatan tanah melalui kegiatan sertipikasi massal secara PRONA “Program Proyek Operasional Agraria”.

Kebijaksanaan ini dimaksudkan agar setiap masyarakat golongan ekonomi lemah dapat memiliki sertifikat hak atas tanah dengan biaya lebih murah, dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah.

PRONA merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan dengan suatu subsidi di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan massal dalam rangka membantu golongan ekonomi lemah.

Pelaksanaan PRONA ini, merupakan usaha dari pemerintah untuk memberikan rangsangan dan partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau melaksanakan sertifikat hak atan tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis dengan jalan memberikan kepada masyarakat tersebut fasilitasi dan kemudahan serta pemberdayaan organisasi dan sumber daya manusia.

PRONA merupakan salah satu usaha untuk tercapainya Catur Tertib Pertanahan yang meliputi:

1. Tertib Hukum Pertanahan
Tertib Hukum Pertanahan bertujuan agar setiap tanah mempunyai sertifikat, sehingga tanah tersebut mempunyai kepastian hukum maupun hak yang kuat. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa peraturan hukum pertanahan sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya sertifikat tanah, diharapkan sengketa-sengketa tanah dapat dihindari.

2. Tertib Administrasi Pertanahan
Tertib Administrasi Pertanahan bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kantor pertanahan kepada masyarakat dengan cara cepat, mudah dan biaya yang murah, yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah.

3. Tertib Penggunaan Tanah
Tertib Penggunaan Tanah dimaksudkan perlu ditumbuhkan adanya pemahaman tentang arti pentingnya penggunaan tanah secara terencana agar diperoleh manfaat yang optimal, seimbang dan lestari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, karena masih banyak tanah-tanah yang belum diusahakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya, dan sebaliknya banyak terjadi penggunaan tanah tidak sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup
Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah kerusakan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang terkandung di atasnyadan di dalamnya. Dalam hubungan ini faktor pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang tidak merata, seringkali menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk atau berlangsungnya urbanisasi yang melampaui batas kemampuan daya tampung satu wilayah dan mendorong terjadinya penggunaan tanah tanpa memperhatikan kondisi tanah dan kelestarian lingkungan hidup.
Adapun dasar hukum Prona:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria;

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, yang berlaku mulai tanggal 15 Agustus 1981;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

d. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
C. 
Program Pensertifikatan Tanah Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia
1. Pengertian Prona

Menurut Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, Prona merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat dengan pensertifikatan secara massal bidang-bidang tanah yang telah dipunyai atau telah dikuasai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah (Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, 2002:91).

2. Tujuan Prona
PRONA ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah sehingga pada umumnya ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

3. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum dari PRONA adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Proyek Nasional Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2007 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

4. Syarat Pelaksanaan Prona
Lokasi pelaksanaan PRONA di setiap wilayah mempunyai ketentuan yang berbeda-beda hal ini disebabkan karena setiap daerah atau wilayah mempunyai perbedaan faktor pendukung. Di bawah ini akan disebutkan syarat-syarat pelaksanaan PRONA, dimana syarat ini tidak harus dipenuhi semua melainkan boleh salah satunya yaitu:

a. Subyek peserta prona harus pemilik/pihak yang menguasai tanah perseorangan dari golongan ekonomi lemah. Kriteria ini ditentukan oleh panitia yang didalamnya termasuk Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat.

b. Tanah yang dapat menjadi subyek Prona adalah tanah pertanian yang tidak lebih dari 2 (dua) hektar.

c. Untuk tanah non pertanian, luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).

d. Letak bidang tanah yang belum terdaftar tersebut tidak berpencar-pencar dalam arti mengelompok.

e. Persentase tinggi tanah yang dicakup oleh peta dasar, berbentuk peta foto atau peta garis.

5. Sasaran Prona
Dalam pelaksanaan PRONA semua warga negara Indonesia/pemegang hak atas tanah berhak untuk menjadi peserta Prona, namun tidak semua warga negara Indonesia akan menjadi peserta Prona. Maka dari itu dalam menentukan peserta Prona secara teknis diadakan penggolongan. Penggolongan ini dimaksudkan untuk melindungi golongan ekonomi pada tiga golongan yaitu:

a. 
Golongan ekonomi lemah
Hal ini dimaksudkan karena melalui pensertifikatan tanah ini dapat memberikan keringanan karena tanpa dipungut pembayaran kepada Kas Negara.

b. 
Golongan Menengah

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 266 Tahun 1981 Tentang Beberapa Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah, maka golongan menengah dimasukkan menjadi obyek Prona.

c. 
Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan.

6. Prosedur Pelaksanaan Prona

Prona dilaksanakan melalui dua pendekatan prosedur pensertifikatan tanah pertama kali, yaitu:

a. Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik, apabila letak tanah obyek Prona tersebar dalam lokasi yang ditetapkan.

b. Prosedur pendaftaran tanah secara sistematik, apabila letak tanah obyek Prona mengelompok minimal (minimal 10 (sepuluh) bidang tanah untuk lokasi tanah di luar pulau jawa atau 25 bidang tanah untuk lokasi Prona di Pulau Jawa) dalam lokasi yang ditetapkan.
Adapun proses penerbitan sertifikatnya dilakukan melalui:

1) Bagi tanah milik adat yang bukti penguasaan atau pemilikan tanahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, pendaftaran tanahnya dilakukan melalui proses konversi atau pengakuan hak.

2) Bagi tanah negara penetapan hak atas tanahnya dilakukan melaui proses pemberian hak atas tanah.

7. Pelaksanaan Kegiatan Prona

Kegiatan dalam pelaksanaan prona antara lain:
a. Penyuluhan

Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan penyuluhan tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah, untuk menumbukkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987). Penyuluhan diselenggarakan di wilayah yang menjadi obyek Prona. Penyuluhan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia Prona yang berkoordinasi dengan aparat kecamatan maupun aparat desa / kelurahan serta mengikutsertakan tokoh masyarakat wilayah yang bersangkutan.

Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tentang maksud dan tujuan serta manfaat yang didapat dari Program Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Pengumpulan Data
Dilaksanakan dengan gabungan kegiatan di lapangan seperti; penelitian status tanah, inventarisasi obyek, intensifikasi calon subyek hak. Penelitian status tanah dimaksudkan untuk menentukan apakah tanah yang dimohonkan itu merupakan kegiatan Landreform, pengurusan hak tanah atau konversi. Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui angket, wawancar, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. (Hendy dalam Uma Sekaran : 2-2006)
c. Inventarisasi Obyek
Kegiatan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah menetapkan lokasi obyek apakah obyek landreform, apakah ada sarana agraria atau tidak. Ada gambar situasi, ada Surat Keputusan hak dan ada peta tata guna tanah.
d. Indentifikasi Subyek Hak
Untuk mengetahui apakah subyek hak termasuk golongan ekonomis lemah, subyek hak yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin.
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Miskin
1. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset (P2 KP, Pedoman Umum, 2004:1).
2. Klasifikasi Masyarakat Miskin

a.
Penggolongan kemiskinan didasarkan dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.
b. 
Sedangkan diskursus lain mencoba mengetengahkan pembahasan kemiskinan yang dibedakan menjadi natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural sama pengertiannya dengan kemiskinan turun temurun, disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi suatu komunitas sehingga sulit melakukan perubahan. Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi komunitas, disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri. Kemiskinan struktural merupakan suatu kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun manusia. Faktor-faktor tersebut muncul karena dibangun dan dikondisikan oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada suatu sisi (Sulistyani, 2004: 29-30).

3. Kriteria Masyarakat Miskin

Indikator kemiskinan pada satu rumah tangga yang ditentukan Badan pusat Statistik adalah :
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;

b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;

c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/ air hujan;

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah;

h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;

j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;

l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)

m. Pendidikan teringgi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
4. 
Kepemilikan Sertifikat Tanah

Dalam tinjauan Hukum Administrasi Negara, sertifikat merupakan dokumen tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerinah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) untuk dipergunakan sebagai tanda bukti hak dan alat pembuktian yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Bila mana sertifikat dikatakan sebagai suatu dokumen formal suatu surat tanda bukti hak atas tanah, berarti bahwa seseorang atau suatu badan hukum yang memegang sertifikat tanah menunjukan mereka itu mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu. Ketika suatu sertifikat dikonsepkan sebagai suatu alat bukti hak kepemilikan atas tanah maka sertifikat bukan merupakan alat bukti satu-satunya adanya keberadaan hak kepemilikan atas tanah.

Ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 23 dan 24 PP No. 24 tahun 1997, menunjukan konstruksi hukum yang mensyaratkan adanya alat bukti tertentu yang dapat dijadikan alas hak (title) yang dapat dipergunakan bagi seseorang atau badan hukum dapat menuntut kepada negara adanya keberadaan hak atas tanah yang dipegang atau dimiliki. Secara hukum dengan berpegang pada alat bukti ini maka merupakan landasan yuridis guna dapat dipergunakan untuk melegalisasi asetnya untuk dapat diterbitkan sertifikat tanda bukti sekaligus alat bukti kepemilikan hak atas tanah. 

Pertama, instrument yuridis atau alat bukti kepemilikan yang disebut sebagai “hak baru” atas tanah harus dibuktikan dengan “Penetapan Pemerintah” yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang apabila hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. Wujud kontret dari penetapan pemerintah ini adalah Surat Keputusan Pemberian hak kepemilikan atas tanah (SK hak milik, SK HGB, dst); dan atau

Kedua, akta otentik PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) menurut ketentuan hukum termasuk alat bukti kepemilikan hak baru, dimana akte otentik tersebut memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. ( pasal 23 PP No. 24 tahun 1997) 

Ketiga, instrument yuridis tertulis lainnya yang disebut sebagai hak atas tanah yang “lama” ( pasal 24 PP No. 24 tahun 1997), yang diakui keberadaannya oleh hukum sebagai alat bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya instrument yuridis tentang keberadaan alat bukti kepemilikan tersebut secara terinci diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria ( PMNA)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional ( KBPN ) No. 3 tahun 1997. Didalam pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 dan pasal 60 dari PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997, beserta penjelasan pasalnya disebutkan alat bukti kepemilikan lama yakni: grosse/salinan akte eigendom, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja, surat tanda bukti hak milik yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah memenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, petok D / girik, pipil, ketitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 tahun 1961, akta pemindahan hak di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat/desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta pemindahan yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28 tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, risalah lelang, surat penunjukan pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil pemerintah, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kepala kantor PBB dengan disertai alas hak yang dialihkan, lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana di maksud dalam pasal II, VI, dan VII ketentuan konversi. Alat-alat bukti kepemilikan hak ini pada hakekatnya merupakan representasi dari pengakuan dari Negara terhadap hak kepemilikan yang dipunyai oleh warga Negara Indonesia. 

5. Legalitas Kepemilikan Tanah
a.
Bukti Surat
Bukti kepemilikan yang terkuat adalah sertifikat tanah, namun itu tidaklah mutlak. Artinya, sebuah sertifikat dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Ketidakmutlakan itu untuk menjamin asas keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, ada 4 hal/prinsip yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yaitu:
1) Status/dasar hukum (alas hak kepemilikan).
Hal ini untuk mengetahui/memastikan dengan dasar apa tanah tersebut diperoleh; apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya;
2)
Identitas pemegang hak (kepastian subyek). 
Untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak tanah yang dimaksud;

3)
Letak dan luas obyek tanah (kepastian obyek).
Yang diwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untuk memastikan di mana letak/batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah orang lain, termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif).
4)
Prosedur penerbitannya (prosedural).
Harus memenuhi asas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat  mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat).

Prosedur teknis lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftran Tanah (PP No. 24 tahun 1997).

Bilamana terdapat cacat hukum, dengan kata lain tidak memenuhi syarat dari salah satu atau lebih dari 4 prinsip di atas, maka konsekuensinya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat, baik melalui Putusan Pengadilan ataupun Putusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Selain sertifikat, terdapat pula bukti surat lainnya yang biasa dikenal dengan nama Girik, Ketitir, Ireda, Ipeda, SPPT (PBB) untuk tanah-tanah milik adat atau tanah garapan. Namun, sebenarnya dokumen tersebut bukanlah tanda bukti kepemilikan, tetapi tanda bukti pembayaran pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa orang pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut yang patut diberikan hak atas tanah.

Di dalam prakteknya, dokumen sejenis ini cukup kuat dijadikan dasar permohonan hak atas tanah atau sertifikat, karena pada dasarnya hukum tanah kita bersumber pada hukum tanah adat yang tidak tertulis. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.

b. Bukti Fisik
Ini untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadi dua penguasaan hak yang berbeda yaitu hak atas (fisik) dan hak bawah (surat). Hal ini penting di dalam proses pembebasan tanah, khususnya dalam pelepasan hak atau ganti rugi, dan untuk memastikan bahwa si pemegang surat (sertifikat) tersebut tidak menelantarkan tanah tersebut karena adanya fungsi sosial tanah.

Namun yang paling penting adalah aspek legalnya. Juga beberapa hal tentang pembayaran dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), guna mencegah kerugian di kemudian hari. Beberapa hal yang perlu diperhtikan antara lain:

1) Pengecekan keabsahan sertifikat tanah di kantor pertanahan setempat dan memastikan rumah tersebut letaknya sesuai dengan gambar situasi di sertifikat.

2) Memastikan bahwa si penjual adalah pemegang hak yang sah atas rumah tersebut dengan cara memeriksa buku nikah dan Fatwa Waris, untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah, karena harta tersebut adalah harta warisan dari suaminya. 

3) Meminta surat keterangan dari pengadilan negeri setempat, apakah rumah tersebut dalam sengketa atau tidak.

4) Meminta keterangan tentang advis planning dari Kantor Dinas Tata Kota setempat untuk mengetahui rencana perubahan peruntukan di lokasi tersebut.

5) Memeriksa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk memastikan apakah renovasi tersebut sesuai dengan IMB perubahannya. Jika tidak bangunan itu bisa disegel atau denda.

6) Memastikan yang menandatangani AJB dari pihak penjual adalah ahli waris yang sah atau setidaknya mempunyai kuasa untuk kepentingan tersebut. 

Semua transaksi tanah dan bangunan bisa dilakukan dengan aman apabila sesuai dengan prosedur legal yang berlaku. 
E. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa TalumaE Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan efektifitas dan efisiensi, mengingat lokasi di Desa TalumaE Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki sertifikat tanah.
Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut pelaksanaan Program Nasional Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Miskin. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatiF.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:57). Kemudian Baridwan (2006:55) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang ada di Desa TalumaE Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni sebanyak 315 orang. 

Sampel dalam penilitian ini di tentukan berdasarkan sistem acak atau sample random sampling, dengan pertimbangan semua angota populasi di anggap homogen. Sampel adalah jumlah sebagian atau seluruhnya dari populasi yang langsung diteliti untuk mendapatkan informasi. Untuk maksud tersebut, jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:134) bahwa untuk sekadar ancar-ancar, maka apabila subjek  kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Merujuk pada pendapat tersebut, maka penentuan jumlah sampel diambil sebesar 10% atau sebanyak 32 orang. Adapun yang diwawancarai adalah:
a. Camat atau PPAT Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;

b. Kepala Desa TalumaE Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan (library research).

Dalam studi kepustakaan ini penulis berusaha menelaah berbagai bahan bacaaan/pustaka berupa buku-buku, majalah, surat kabar, undang-undang, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi. 
Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan pengamatan secara langsung dalam proses pelayanan birokrasi.

3. Wawancara secara mendalam terhadap informan yang dianggap yang terkait dengan proses pembangunan perkotaan, mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Metode yang digunakan yaitu peneliti membagikan kuesioner kepada setiap responden secara langsung. 
Dengan menggunakan metode wawancara, diharapkan akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam, karena dalam mengumpulkan informasi dari responden, peneliti mewawancarai para informan secara langsung dengan mengajukan kuesioner kepada setiap responden. 
Teknik Analisis Data yang digunakan pada pembahasan ini adalah analisis  data deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimna adanya.

Analisis deskriptif pada pembahasan ini menitikberatkan pada pemakaian tabel frekuensi untuk menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dapat menjabarkan data maupun informasi yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.

F. Pelaksanaan Program Nasional Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Miskin di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.
1. Tentang manfaat program nasional pembuatan sertifikat tanah  bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Kegiatan PRONA ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1981. Pensertipikatan tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
Tujuan penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu, percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Untuk mengetahui Tentang manfaat program nasional pembuatan sertifikat tanah  bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap. Dapat dilihat perolehan data di mana 13 orang responden (40,63%) yang menyatakan sangat bermanfaat, 10 orang responden (31,25%) menyatakan cukup bermanfaat, 4 orang responden (12,62%) menyatakan kurang bermanfaat dan 5 orang responden (15,62%) menyatakan tidak bermanfaat. Dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden menyatakan bahwa manfaat dari program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kecamatan Wattang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang sangat bermanfaat karena program ini sangat membantu masyarakat miskin yang tingkat penghidupannya hanya berorientasi kepada petani dan petani penggarap. 
2. Implementasi program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, maka  pemerintah  telah  membuat  suatu  kebijaksanaan  untuk  meningkatkan pelayanan bidang pertanahan yaitu pemberian sertifikat secara massal melalui PRONA.

Kebijaksanaan ini dimaksudkan agar setiap masyarakat golongan ekonomi lemah dengan memperhatikan aspek keberpihakan  dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah dengan biaya yang lebih murah. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. Pengertian PRONA adalah: “Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan dengan  suatu  subsidi  di  bidang  pendaftaran tanah  pada  khususnya,  yang berupa pensertifikatan tanah secara massal dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah”. 

Pelaksanaan PRONA ini, merupakan usaha dari pemerintah untuk memberikan rangsangan dan partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau melakukan sertifikat atas tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis dengan jalan memberikan kepada masyarakat tersebut fasilitasi dan kemudahan, serta pemberdayaan organisasi dan SDM. Semua menuju tercapainya Catur Tertib Pertanahan, yang meliputi:

a. Tertib Hukum Pertanahan
Bertujuan agar setiap tanah mempunyai sertifikat, sehingga tanah tersebut mempunyai kepastian hukum maupun hak yang kuat. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa peraturan hukum pertanahan sudah dilaksanakan dengan baik.   Dengan   adanya   sertifikat   tanah,   diharapkan   sengketa-sengketa pertanahan dapat dihindari.

b. Tertib Administrasi Pertanahan
Adalah bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan Kantor Pertanahan kepada masyarakat dengan cara yang cepat, mudah dan biaya yang murah bagi permohonan hak atas tanah. Adapun maksud dari cepat, mudah dan biaya murah, adalah :

1) Cepat, bahwa pelaksanaannya sudah diprogramkan dan harus selesai tepat pada waktunya, sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

2) Mudah, dimana petugas pelaksana aktif di lokasi yang telah ditentukan sehingga pemohon tidak harus datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten setempat, sehingga proses permohonan hak atas tanah itu dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.

3) Murah, dimana biaya yang dibebankan kepada pemohon hak atas tanah relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya Prona yang dilaksanakan dengan biaya yang murah, cepat dan mudah tersebut, diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah.

c. Tertib Penggunaan Tanah
Bertujuan   untuk   menumbuhkan   kesadaran   masyarakat   akan   arti pentingnya penggunaan tanah  secara  berencana, sehingga dapat  diperoleh pemanfaatan tanah secara optimal, keseimbangan antara berbagai keperluan dan bersifat selamanya. Dengan demikian penggunaan tanah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak.
d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup
Dewasa ini banyak terjadi orang atau badan hukum yang menguasai tanah tanpa berusaha untuk mencegah terjadinya kerusakan. Padahal dalam Pasal 15 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ) sudah dinyatakan secara tegas bahwa memelihara kesuburan, mencegah kerusakan merupakan kewajiban setiap orang atau badan hukum, instansi, yang mempunyai hubungan dengan tanah itu, serta memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Hal tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup. Mengingat hal tersebut di atas, berdasarkan PMNA / Ka. BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan  dalam  Rangka  Penanaman  Modal  maka  pemerintah  melakukan kewenangan dalam pemberian izin lokasi dengan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan dalam menentukan lokasinya agar nantinya tidak menimbulkan pencemaran, kerusakan tanah dan pengotoran lingkungan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang menyatakan tepat sasaran 10 orang (31,25%), 12 responden (37,50%) menyatakan cukup tepat sasaran, 7 orang (21,88%) yang menyatakan kurang tepat sasaran dan 3 orang (9,37%) yang menyatakan tidak tepat sasaran. Pelaksanaan prona di tingkat desa dan kelurahan memang masih mempunyai kendala di mana ini cukup dirasakan oleh pemerintah Desa Talumae utama dalam penetapan batas-batas tanah masyarakat. Sehingga pemerintah desa dan kelurahan harus bekerja secara ekstra keras untuk mengidentifikasi objek-objek tanah masyarakat. Apalagi kalau objek tanah masyarakat ini mempunyai masalah.
3. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae dapat terimplementasi dengan baik.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961, sertifikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dalam suatu dokumen sampul.
Persyaratan Penerbitan Sertifikat:
1.
Tahap Pertama

a. Bila  tanah berasal dari warisan, para ahli  waris, yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah bekas hak milik adat ataupun hak-hak yang lain, harus melengkapi syarat-syarat:

1) Surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa sertifikat hak tanah yang bersangkutan.
2) Bila tanah yang bersangkutan belum pernah disertifikatkan, maka disertakan surat tanda bukti hak atas tanah yang lainnya, seperti Surat Pajak hasil bumi / petuk D lama / verponding lama Indonesia dan segel- segel lama atau Surat Keputusan penegasan / pemberian hak dari instansi yang berwenang.

3) Surat Keputusan Kepala Desa yang dikuatkan Camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut.

4) Surat keterangan waris dari instansi yang berwenang.
5) Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki.
6) Kartu Izin Tinggal Sementara (untuk orang asing).
7) Keterangan pelunasan pajak tanah sampai meninggalnya pewaris.

8) Ijin peralihan hak, jika hal ini diisyaratkan Para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah berasal dari jual beli, hibah, lelang, konversi hak dan lain-lain sebagainya, diharuskan melengkapi diri dengan persyaratan yang serupa.

b.
Bila tanah berasal dari jual beli, harus melengkapi syarat-syarat:

1) Akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
2) Sertifikat hak tanah yang bersangkutan.
3) Bila tanahnya belum pernah disertifikatkan, maka harus diserahkan bukti atas tanah lainnya, seperti surat pajak atas hasil bumi / petuk D lama / perponding lama  atau  Surat keputusan penegasan /  pemberi hak  dari instansi yang berwenang.

4) Surat Keputusan Kepala Desa yang dikuatkan Camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut.

5) Surat pernyataan jumlah tanah yang telah dimiliki.
6) Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7) Ijin peralihan hak, jika hal ini diisyaratkan.
c.
Bila tanahnya berasal dari hibah, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Akta hibah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
2) Sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
3) Bila tanahnya belum pernah disertifikatkan, maka harus diserahkan bukti atas tanah lainnya, seperti surat pajak hasil bumi / petuk D lama / perponding lama atau surat keputusan penegasan / pemberian hak dari instansi yang berwenang.
4) Surat Keputusan Kepala Desa yang dikuatkan Camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut.

5) Surat Pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki.
6) Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
d.
Bila tanahnya berasal dari lelang:

1) Kutipan otentik berita acara lelang yang dibuat oleh Kantor Lelang.
2) Sertifikat hak tanah yang bersangkutan atau tanda bukti hak atas tanah lainnya  yang  telah  diketahui  oleh  Kepala  Desa  yang  dikuatkan  oleh Camat.

3) Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimilikinya.

4) Keterangan pelunasan / bukti lunas pajak tanah yang bersangkutan.

5) Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) yang diminta sebelum lelang dilakukan.

e.
Bila tanahnya berasal dari konversi tanah adat, syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1)
Bagi daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak, adalah:

a) Surat pajak hasil bumi / petuk D lama / perponding Indonesia dan segel-segel lama.

b) Keputusan penegasan / pemberian hak dari instansi yang berwenang.
c) Surat asli jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya.
d) Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan  keterangan-  keterangan  tentang  tanah  yang bersangkutan

e) Surat Keterangan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak dijadikan tanggungan utang serta sejak kapan dimiliki.

2)
Bagi daerah yang sebelum 24 September 1960 belum dipungut pajak adalah:

a) Keputusan penegasan / pemberian hak tanah yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

b) Surat asli jual beli, tukar menukar, hibah, yang diketahui atau dibuat atau disaksikan oleh Kepala Desa / pejabat yang setingkat.

c) Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan isi keterangan-keterangaan tentang tanah yang bersangkutan.

d) Surat pernyataan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa.

f.
Bila tanahnya berasal dari konversi tanah hak barat, syarat-syaratnya:

a) Grosse akta

b) Surat ukur

c) Turunan surat keterangan warga negara yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

d) Kuasa konversi, bila pengkonversian itu dikuasakan pada seseorang.

e) Surat pernyataan pemilik yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa, tidak dijadikan tanggungan hutang, sejak kapan dimiliki dan belum pernah dialihkan atau diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain.

2.
Tahap kedua

Setelah semua persyaratan dipenuhi, selanjutnya diserahkan pada kantor pertanahan Kabupaten / Kota setempat.

Kegiatan selajutnya dilakukan oleh  seksi  pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pemetakan, dan pendaftaran haknya.
3.
Tahap ketiga

Pada  tahap  ini  semua  hak-hak  atas  tanah  yang  telah  dibukukan dibuatkan salinan dari buku tanah yang bersangkutan.  Salinan buku tanah dan  surat  ukurnya  atau  gambar  situasi,  kemudian  dijahit  menjadi  satu dengan diberi kertas sampul yang bentuknya telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria yang sekarang ditingkatkan menjadi Lembaga  Pemerintah Non  Departemen dengan  nama  Badan  Pertanahan Nasional (Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988).

Dari data mengenai pentingnya sertifikat tanah bagi mereka maka 15 orang responden (46,88%) menyatakan sangat penting, 10 orang responden (31,25%) menyatakan cukup penting, 3 orang responden (9,37%) menyatakan kurang penting, 4 responden (12,50%) menyatakan tidak penting, dari data di atas menunjukkan masyarakat menilai pentingnya sertifikat tanah bagi mereka karena dengan sertipikat tanah diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan ekonomi yang lebih berkembang. Di samping itu juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas politik yang aman dan tentram dan terwujudnya catur tertib di bidang pertanahan. Meliputi tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
4. Agar implementasi program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kabupaten Sidrap dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka pemerintah melakukan strategi identifikasi subjek hak atas kepemilikan tanah oleh masyarakat.
Dengan diberikannya beberapa macam hak atas tanah baik kepada perorangan atau badan hukum, kepada pemegang hak-hak tersebut dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dalam rangka tercapainya kepastian hukum. Undang​Undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap pemilik hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jika dikaitkan dengan usaha-usaha Pemerintah dalam rangka penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Maka pendaftaran hak atas tanah merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian hukum dan sekaligus turut serta dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah dan sebagai tanda jaminan kepastian hukum tersebut oleh Pemerintah diberikan surat tanda bukti hak yang dinamakan "Sertifikat. Bahwa dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah sudah barang tentu dibutuhkan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran yang memuat informasi batas-batas bidang tanah yang merupakan hasil pemetaan dan pengukuran. Bahwa dalam rangka mempercepat pengukuran dan pemetaan Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk menyerahkan pekedaan ini kepada pihak swasta dengan supervisi dari BadanPertanahan Nasional yaitu dengan adanya surveyor berlisensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998, hal ini dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
Hasil olahan data menunjukkan bahwa 10 responden (31,25%) menyatakan sangat tepat, 13 responden (40,63%) menyatakan cukup tepat, 9 responden (28,12%) menyatakan sangat tepat. Penilaian alat bukti untuk pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali, baik untuk hak-hak lama maupun untuk hak-hak baru perlu diadakan secara cermat dan teliti karena ketidakcermatan dalam menilai alat bukti sebagai dasar dalarn penerbitan sertifikat akan mengakibatkan sertifikat yang diterbitkan carat hukum, adanya pengumuman yang bersifat terbuka sebelum diterbitkan sertifikat merupakan hal yang sangat penting dan harus benar-benar dilaksanakan. 
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui adanya pensertifikatan sehingga apabila ada yang merasa keberatan dapat diantisipasi sedini mungkin sebelum terjadi sengketa. Pemeliharaan dan pendaftaran tanah harus betul-betul diperhatikan agar setiap adanya perubahan dapat dilayani dengan cepat, sehingga pemegang hak yang berkepentingan yang akan mengadakan perubahan baik itu data fisik maupun data yuridis akan merasakan arti pentingnya kepastian hukum. Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, bidang tanah, serta bangunan yang ada di atasnya) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang berada di atasnya) merupakan tanda bukti yang kuat. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih yaitu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

5. Implementasi pembuatan dan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae melalui jalur Prona.

Mengingat pelaksanaan program PRONA merupakan kegiatan Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan Instansi lain: (Pemerintah Kabupaten Sidrap, Camat dan Kepala Desa setempat, Pemohon / masyarakat desa tempat  dilaksanakannya program  PRONA)  maka  kesuksesannya dibutuhkan suatu koordinasi dan kinerja yang baik.

Prona adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama (massal) dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Pelaksanaan Prona dilakukan secara terpadu dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada di wilayah desa dan  kecamatan yang  telah  ditunjuk dan  mampu  membayar biaya  yang  telah ditetapkan. PRONA dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Direktorat   Jenderal   Agraria   Departemen   Dalam   Negeri   tanggal   4 September 1981 telah menentukan penetapan lokasi Prona, sebagai berikut :

1. Ditetapkan  secara  berkelompok,  terutama  untuk  pensertifikatan  tanah  di daerah-daerah  yang  penguasaan  tanahnya  terkena  landreform  baik  untuk tanah-tanah yang masih menjadi hak bekas pemilik lama maupun yang telah di distribusikan kepada para penggarap.

2. Ditetapkan secara mengelompok untuk daerah-daerah tertinggal.

3. Ditetapkan  di  daerah  yang  tanahnya  mempunyai  potensi  produksi  bahan pokok yang cukup untuk dikembangkan.

4. Ditetapkan secara berkelompok, untuk pensertifikatan tanah-tanah yang berpenduduk padat dan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

5. Dipilih lokasi mengenai tanah-tanah sengketa yang bersifat strategis dan dapat diselesaikan secara tuntas.

Untuk mengetahui implementasi program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae dapat dilihat bahwa 10 orang responden (31,26%) menyatakan sangat membantu, 12 orang responden (37,50%) menyatakan cukup membantu 5 orang responden (15,62%) menyatakan kurang membantu, 5 orang responden (15,62%) menyatakan tidak membantu. Pada dasarnya Prona merupakan proyek penyertifikatan tanah secara massal yang memperoleh dukungan dana atau subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dibebankan kepada Badan Pertanahan Nasional.

Penyertifikatan tanah melalui Prona ini memberikan banyak keuntungan dibanding dengan penyertifikatan yang dilakukan atas keinginan sendiri. Keuntungan tersebut, antara lain, adanya subsidi dari pemerintah, sehingga pemohon   sertifikat   mendapatkan   keringanan   biaya   dan   cepatnya   proses penerbitan sertifikat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Proses penerbitan sertifikat, melalui Prona pada dasarnya sama dengan penerbitan sertifikat atas kehendak sendiri. Perbedaannya, jika permohonan sertifikat melalui Prona, pemohon datang ke kantor kepala desa yang mengkoordinir untuk menyerahkan data-data fisik tanahnya sehingga tidak harus datang ke Kantor Pertanahan. Sedangkan permohonan sertifikat kehendak sendiri, selain  harus  datang  langsung  ke  kantor  pertanahan,  pemohon  juga  harus membayar biaya yang lebih mahal.

Prona adalah Kebijakan Nasional di bidang pertanahan yang bermaksud untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah dalam rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan landreform dan menyelesaikan  sengketa-sengketa secara tuntas dengan biaya yang murah. Selain itu untuk memberdayakan organisasi dan SDM.
G. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Miskin di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan sertifikat atas tanah miliknya dengan adanya prona yang di putuskan oleh pemerintah.

Pengertian partisipasi atau peran serta telah banyak digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang mengharapkan adanya kerjasama dengan pihak lain dalam suatu kegiatan utamanya pada masyarakat. Wujud partisipasi dapat berbeda dari masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan juga tergantung dari jenis sifat kegiatan, selain hal tersebut wujud partisipasi masyarakat seringkali  juga dapat menunjukkan kelas atau tingkat sosial dari masyarakat yang berpartisipasi. Dari beberapa konsep partisipasi yang telah dikemukakan terdahulu, dapat memberikan gambaran bahwa secara umum partisipasi sangat berkait dengan proses kegiatan pembangunan, baik proses perencanaan maupun pelaksanaan dan bahkan sampai pemanfaatan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting artinya atau menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sertifikasi atas tanah miliknya dengan prona dapat dilihat bahwa 13 responden (40,62%) menyatakan sangat partisipatif dan 19 responden (59,38%) menyatakan cukup partisipatif. Hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan sertifikat prona di Desa Talumae masyarakat mempunyai antusianisme dalam mendukung program pemerintah tersebut apalagi bahwa pensertifikasian tanah yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan gratis bagi masyarakt miskin, sehingga masarakat merasa terbantu akan adanya prona sertifikat tanah  ini bagi mereka.
2. Tingkat mutu pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat setelah adannya program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kab. Sidrap.

Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik, harus senantiasa meningkatkan kualitasnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS),  perlu  disusun  indeks  kepuasan  masyarakat  sebagai  tolok  ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk dengan hasil yang diinginkan (Kotler, 2005). Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa amat puas. Sedangkan Jacobalis (dalam Suryo Supraptono, 1998) menyatakan bahwa kepuasan adalah rasa lega atau senang karena harapan tentang sesuatu terpenuhi.

Hasil olahan data menunjukkan bahwa 7 responden (21,88%) menyatakan sangat baik, 12 responden (37,50%) menyatakan cukup baik, 9 responden (28,12%) menyatakan kurang baik dan 4 responden (12,50%) menyatakan tidak baik. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tingkat mutu pelayanan pemerintah desa bagi masyarakat miskin dalam prona sertifikat tanah cukup beragam karena pemerintah desa merasa lahan pendapatan bagi mereka berkurang namun di sisi lain sebagai pemerintah desa mesti taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan prona sertifikasi tanah.
3. Tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menerbitkan sertifikat tanah di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kab. Sidrap.

Pelayanan  publik  adalah  suatu tindakan  pemberian  barang  dan  jasa  kepada  masyarakat  oleh  pemerintah  dalam  rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan  masyarakat  dan  pasar.  Konsep  ini  lebih  menekankan  bagaimana  pelayanan publik berhasil  diberikan  melalui  suatu delivery  system yang sehat.   Pelayanan  publik ini dapat   dilihat   sehari-hari   di   bidang   administrasi,   keamanan,   kesehatan,   pendidikan, perumahan,  air  bersih,  telekomunikasi,  transportasi,  bank,  dsb. Tujuan  pelayanan  publik adalah menyediakan  barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat.  Barang dan jasa yang terbaik   adalah   yang  memenuhi   apa  yang  dijanjikan   atau  apa  yang  dibutuhkan   oleh masyarakat.  Dengan  demikian  pelayanan  publik  yang  terbaik  adalah  yang  memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik.

Hasil olahan data menunjukkan bahwa 14 responden (43,75%) menyatakan sangat puas, 11 responden (34,37%) menyatakan cukup puas, 7 responden (21,88%) menyatakan kurang puas. Tingkat kepuasan masyarakat pada program nasional pembuatan sertifikat tanah ini akan pelayanan pemerintah dalam penerbitan seertifikat tanah sangat puas. Karena bagi masyarakat yang kurang mampu Prona ini dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi mereka untuki mengurus sertifikat tanah mereka dan pemerintahpun dalam hal ini sebagai pelayan bagi masyarakat merasa cukup terbantu pula karena kedepannya masyarakat sudah tidak mempunyai permasalahan mengenai tanah miliknya sehingga beban pemerintah desa sedikitnya sudah berkurang.
4. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan prona di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap.
PRONA adalah upaya pemerintah Desa Talumae  membantu masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikat tanah, lebih khusus masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiki sertifikat tanah sehingga pemerintah sangat mendukung program ini. Pelaksanaan PRONA ini, merupakan usaha dari pemerintah untuk memberikan rangsangan dan partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau melakukan sertifikat atas tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis dengan jalan memberikan kepada masyarakat tersebut fasilitasi dan kemudahan, serta pemberdayaan pemerintah desa. Dengan usaha-usaha yang pasti dari pemerintah dan dukungan masyarakat luas untuk mensukseskan Prona di seluruh Indonesia, maka pemerintah dianggap benar-benar telah membantu masyarakat. Proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut tidak mengalami kesulitan dengan biaya murah. Untuk mengetahui dukungan pemewrintah dalam menjalankan prona di Desa Talumnae dapat dilihat bahwa 15 orang responden (46,88%) menyatakan sangat mendukung, 17 responden (53,12%) menyatakan cukup mendukung. Pelaksanaan prona pada prinsipnya adalah untuk membantu keluarga miskin melakukan pensertipikatan tanah miliknya. Namun dalam program prona saat ini berbeda dari sebelumnya, dengan tidak membedakan lagi apakah pemilik tanah orang kaya atau orang tidak punya. pembuatan sertipikat tanah masyarakat sangat penting, di antaranya untuk kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki. Dengan pensertipikatan maka nilai tanah tersebut semakin meningkat, dan dapat dijadikan sebagai agunan untuk modal. Dengan pensertifikatan tanah, maka akan dapat membantu petani memperoleh modal dari bank untuk menggarap lahan perkebunan dan pertaniannya. Apalagi pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap upaya tersebut untuk mensejahterakan masyarakat.

5. Tingkat penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng.

Adapun setelah penetapan lokasi kegiatan PRONA sudah dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Penyuluhan oleh Tim Penyuluh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini dimulai pada awal bulan Maret 2010. Kegiatan Penyuluhan ini diadakan oleh tim dari Kantor Pertanahan di desa yang bersangkutan dan harus dihadiri oleh kepala desa (Geuchik) atau yang mewakili, aparat desa dan warga masyarakat yang bersangkutan. 
Materi Penyuluhan PRONA antara lain menginformasikan kepada masyarakat tentang arti pentingnya tanah dan sertipikat tanah sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum atas bidang tanah miliknya itu. Di samping itu juga menginformasikan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan PRONA dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon atau peserta kegiatan PRONA. 
Syarat-syarat yang dimaksud antara lain:
a. 
Surat Permohonan.
b. Surat-surat bukti hak tanah pemohon (semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan bidang tanah yang akan disertipikatkan dikumpulkan) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 dan 24 PP No. 24/1997.
c. Fotokopi identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga).
d. Fotokopi SPPT yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.
e. Patok tanda-tanda batas tanah pemohon yang sudah dirundingkan dengan bidang tanah tetangga yang bersebelahan. 
Untuk melihat tingkat penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat bahwa 8 (25,00%) orang responden menyatakan selalu, 10 responden (31,25%) menyatakan sering, 11 responden (34,38%) menyatakan cukup, dan 3 orang responden (9,37%) menyatakan tidak pernah. Dalam hal penyuluhan akan pentingya sertifikat tanah pemerintah semestinya lebih progresif dalam memberikan penyuluhan karena masalah tanah merupakan masalah agak sering membuat pemerintah agak pusing dalam penangannya dimana sering terdapatnya sertifikat ganda yang dipegang oleh dua pemilik tanah. 
H. PENUTUP
Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk Implementasi Program Nasional Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Miskin di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

a. Manfaat program nasional pembuatan sertifikat tanah  bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap dengan tingkat persentasi 40,63%.
b. Implementasi program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap dengan tingkat persentasi 37,50%.

c. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae dapat terimplementasi dengan baik dengan tingkat persentasi 46,88%.

d. Kegiatan pemerintah melakukan strategi identifikasi subjek hak atas kepemilikan tanah oleh masyarakat dengan tingkat persentasi 40,63%.
e. Implementasi pembuatan dan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae melalui jalur Prona dengan tingkat persentasi 37,50%.
2. Untuk Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Miskin di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan sertifikat atas tanah miliknya dengan adanya prona yang di putuskan oleh pemerintah dengan tingkat persentasi 59,38%.

b. Mutu pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat setelah adannya program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap dengan tingkat persentasi 37,50%.
c. Kepuasan masyarakat akan pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menerbitkan sertifikat tanah di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten. Sidrap dengan tingkat persentasi 43,75%.

d. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan prona di Desa Talumae Kecamatan. Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap dengan tingkat persentasi 53,12%.
e. Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program nasional pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Desa Talumae Kec. Watang Sidenreng dengan tingkat persentasi 34,38%.
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